PERATURAN DAERAH PROPINST D)ERAH TINCKAT T JAMBI.
NOMOR 2 10 TA'UN 1981
TENTATG |
PEMBENTUXAN LENBAGA MUSY/WARLH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAFRAH TINGKAT T JAMBI

MEEDeng  $ bahwa sebagai peloksanaar ketentuan pasal 17 Undang~undang
Noe5 Tahun 1979 tontang Pemerintahan Desa dipandang perlu - .-
untuk menetapkan Peratursn Daerah Propinsi Daerah Tingkat I

Jarbi tentang Pembentukan Lembaga Musyapah Desa.
! 1. Undang-undang Yo.61 Tehun 1958 (LN Tahun 1958 No.112) =
 tentang Pembentukan Dacrah Swatantra Tingkat I Jambi,
2+ Undang-undang 0.5 Tah'n 974 (LN Tahun 1974 No.38 TLN
“-e Now3027) tentari Pokok-polok Pemerintahan Di Daerah.
3+ Undang-undang lio, 5 Tahin 1979 (LN Tahun 1979 No.56 TLN -
Nos3135) tentang Pemerintchan Desa,

ke Peraturan Menteri Dalan Negeri Noel Tahin 1981 tentang -
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan—
Perangkat Desa.

5¢ Peraturan Menteri Dalanm Negeri Nd§2_Tahﬁn 1981 fentang -
Penbentukan Lenbaga Musyawarah Desa,

Dengan peréetujuan Dewan ¥arwakilan Rakyat Daersh Propinsi-
Daerah Tingkat I Jambi,

MEMUTUSKAN s

- 'S . . (3 P
Peraturan Daeran Fropinsi Daerah Tingkat T Jambi tentang. ~ em
bentukan Lenbagn M isyavarai Dasa,

BAB 1T .
KETEITUAN UM M
Posal 1

Dalam Per: buran Dyeen ini yang dimaksud dengan s

ae Pemerirtah Daerch adalah Pemerintah Propinsi Daerash Ting-
kat I Jambi,

be Kepala Daergh adalsh Gusernup Kepala Daereh Tingkat T Jambi.

ce Lembaga Musyavarah Desa adalah Yenbagn Permusyawarahan/Pep

- mufakdtan yang kranggot- annya terdiri atas Kepala=kepala -
Dusuny Pémpinen Lenbaga- lerbaga Kemasyarakatan dan Pemuka~
pemuka Masyarake’ Desa 7eng bersangkutan,

d‘.‘..l.l‘...-



de Pemuka-permuka Masyarakat adalah Pemk'\—pemuka Masyarakat yang di-
ambilkan antara lain dari kalangan Adat, Agama, kekuatan Sosial =
Politik can golongan Profesi vang bertempat tinggal di Desa dengan
memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

antara lain Undang-undang No.3 Tahun 1975 tentang Partai Poln.tlk -
dan Golonzan Karya-

BAB IT
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Tujuan Pembentuken Lembaga Musyawarah Desa adalsh untuk memperkuat -
Pemerintahan Desa serta mewadahi perwujudkan pelaksanaan Demokrasi =
Pancasila di Desae.

Pasal 3

Pembentuian Lenbaga Musyawarsh Desa dan keanggotaannya dimusyawarahe
kan/dimifakatkan oleh Kepala Desa dengan pemuka=pemuka masyarakat di
Desa yang bersamgkutan.

Pasal &

Hasil Musyai-rch sebagaimana dimoksud delam pasal 3 da.sampaikan oleh
Kepala Dosa kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat IT me~
lalui Camat tntuk mendapatkan pengesahane

BAB III _
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5
(1) Lembaga Musyawarah Desa dalam Susunan Organisasi Pemerintah Desa

adalzh scbagai wadsh permusyawaratan/permufekatan Pemuka~pemika
megyarakat yang ada di Desa.

(2) Lemboga Masyarakat Desa mempunyai tugas untuk menyalurkan penda-
pat Masvorakat di Desa dengan. memusyawarahkan setiap rencana yang
diajukar. oleh Kepala Desa sebelum ditetapkan menjadi Keputusan -
Desa )

(3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimakswdl dalem ayat (2), Ley
baga Muc:awarah Desa mempunyal fungsi melaksansoken kegiatan -
keginta. musyawarah/mufakat dalam rangka peryusunan Keputusan -

Desa.
BAB IV
KEANGGOTAAN DAN EEPENGURUSAN
Pasal 6

(1) Kezrzgotoan Lembaga Musyawarsh Desa terdiri atas Kepala=Kepala
Dusun, Pimpinen Lembaga-lenbaga Kemasyarakatan dan Pemuka-pemuka
Masyarakat di Dese yeng bersangkutane :

(2) Jumlah Anzgota Lembage Musyawarsh Desa adalah sedikit-dikitnya
9 {g~7bilon) orang dan sebanyak-banysknya 15 (l:.ma belas) orang
tido’t termasuk Ketdia dan Sekretaris.

Pasal 7;.....-




Pasal 7

 depat me"lg di Anggota Lembﬁga Ihxsyawarah Desa adalah Warga -~
= Republik Indonesia yang @

iy Wm‘haqwa kepada Tuhan yang Maha Egae
e Setiz don Taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
e Bericelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa.

e Tidek pernch terlibat langsung atau tidek langsung dalam sesuatu
k=giatan yang menghianati Negara Kesatunn Republik Indonesia yang
Berdasarkan Pancasila don Undang-undeng Dasar 1945, seperti Ge30-
3771 dan kegiatan-kegiatan Orgenisasi terlarang lainnya. -

@ Tidek dicebut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yarige
mempunyai xcekuaﬁan pastie '

#a Tidak sedang menjalankan pidona penjara atau kurungan berdasarkan
Eeputusan Pengadilan yang telah mempunyai ancaman pidana sekupang=
mrongnya 5 (1lima) Tahune

@w Terdaftar sebggai penduduk dan bertempat tinggal te tap di Desa =
F=ng bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir
dengan terputus-putus.

i Selamang-kurangnya telsh berumur 25 (dua puluh 1imn) tahun.
fe Seh=t jasmani dan rokhanis

Pasal 8
rusan Lerbaga Musyawarah Desa terdiri dard o

Be Ectua Lembaga Musyawarah Desa dijabat oleh Kepala Desa karena jo-
b=tan

e Sckretaris Lembaga Musyawarah Desa dijabat oleh Sekretaris Desa =
kmrena jabatannya. ;

B A v
HAK, WEWENANE DAN KEWAJIBAN
Pasal 9

Mmgsota Lembaga Musyawarah Desa menjalanken hak, wewenang dan kewajib.
@mm F=ng sama yaitu memperhatikan sungguk-sungguh kenyataan yang hidup
dmm berkembang dalam uasyarazc«d‘c Desa serta menyalurkannya dalam Rapat
Lexbags Musyawarah Desze ‘

BABR VI
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 10

1)} Lerbage Permusyawarshan Desa atau yang disebut dengen nama laine
mra yanr sudah ada saat bex‘lﬂlmnyu Peraturan ini dlsesualkan de-
ngan ketentuan Peraturan ini.

L2} Dengan berlskunya Peraturan ini maks semua Pef:hturan Perundang =
undangan yang mengatur mengenai Fembentukan Lembaga Musyawarah =
Desa dan ketentuan~ketentuan lain yang bertentangan dengan Pera-
turan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11..0-0...



Pasal ll

; Halmhal yans belum diatur dalam Peraturan Daerah ini scpanjang pe=
laksanaannya akan diatur lebih J.anaut oleh Gubernur Kerala Dae:mh.

Pasal 12

Peraturan Daerah mi mulal berlaku Se;;ak tanggal diundengkan dalam
Lembagan Dacrah Prop:.nsa. Daerah Tingket I. Janbi,

‘ REAIe ¢ Jambi, 27 Juni 1981.
DEWAN PERWAKILAIl RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALK DATRAH TINGKAT I

PROPINSI DAERAH TTINGKAT I JAMBT ' JAMB I.
" Ketuase
. dto : ’ , dto
. SO0OEPOMO. : ., MASJCHUN SOFWAN - SH.
Diundangkan dal:m Lembaran Daerah - - "Diéyamcan oleh Menteri ‘Dglam Negeri
Propinsi Daerah Tingkat I Jambi tanggal 20-11-1981 Io.11+0.25-808
tanggal 30~12~1981 No.151 Seri D g
No.143, _ ’ :
Sekretaris Wilayah/Daerah. MENTERI DALAM NEGERI
dto » L d%e e
M; ABDUR“AHMAN SAYUTI. : AMIRMACHIID.

NIB. 30000332,



PENJELASAN

PERATURAN, DAERAH PROPINST DAERAH TINGKAT T JAMBT

NOMOR ¢ 10 TAHUN 1981
TENTANG

" PEMBENTUKAN LEMBAGA MUSYAWARAH DESA

I. PENJELASAN UMUM ¢

Peraturan Dyerah ini adalah untuk pelaksanaan Undangaundan§5ﬁb§%
Tehun 1979 tehtang Pemerintahan Desa dan Peratursn Menteri Dalam
Negeri Noe2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah:Desa;

Panyempurhaan dan perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan, adaleh

merupakan sustu ussha untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan
Pemerintshan secara berdaya guna dan berhasil guna dan meningkat®
kan pelayanan berhadap masyarakat sesuai dengan tingkat pembangun
an dewasa ini, ‘ |

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL ¢

Pasal

Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal

1
2
2
4
5
6
7
8
9

-

Pazal 10

Pasal 11

Pasal 12

cukup
cﬁkup
cukup
cukup
cukup
cukup
cukup
cukup
cukup
cukup
cﬁkup

cukup

jelas.
Jjelasa
jelas;
Jelas.
jelas.
jelas;
jelase
jelase
jelass
Jjelas.
jelass
jeias;




